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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kekerasan terhadap anak dapat merusak masa depan anak dan masa depan 

bangsa, karena hal tersebut akan membekas dalam jiwa anak-anak yang menjadi 

korban kekerasan hingga ia beranjak dewasa. Sehingga dikemudian hari jangan 

salahkan mereka, apabila mereka cenderung melakukan hal-hal yang 

menyimpang, karena apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka saksikan 

dahulu akan mereka terapkan ketika mereka dewasa kelak. Apabila anak yang 

menjadi korban kekerasan seksual akan memberikan dampak negatif kepada masa 

depannya dan masa depan bangsa.  

Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang dapat diberikan pada anak-

anak harus memiliki jangkauan yang luas, hal ini dapat dilihat dari 

berbagai dokumen dan pertemuan tingkat internasional yang 

menginginkan pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang meliputi 

berbagai aspek yaitu: (a), perlindungan terhadap hak-hak asasi dan 

kebebasan anak, (b) perlindungan anak dalam proses peradilan, (c) 

perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan 

dan lingkungan sosial), (d) perlindungan anak dalam masa penahanan dan 

perampasan kemerdekaan, (e) perlindungan anak dari segala eksploitasi 

(perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ 

penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan 

kejahatan dan sebagainya), (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan, 

(g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik 

bersenjata, (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan1.  

 

Anak merupakan bagian dari generasi mudah sebagai salah satu sumber 

daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan 

bangsa, yang memiliki peranan startegis dan mempunyai ciri dan sifat 

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, 

serasi selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan 

memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang 

                                                
1 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 156.  
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menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap 

dan memadai, dan oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan 

pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus2. 

 

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM (Hak Asasi Manusia) 

berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembankan kewajiban 

untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, Berdasarkan 

kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga 

diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dan tingkat 

makro sampai mikro3. Karena anak sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk 

individual, artinya bahwa tiap-tiap anak itu merupakan pribadi yang khas menurut 

corak kepribadiannya4, maka sangat diperlukan perlindungan terhadap anak baik 

dilakukan oleh orang tuanya maupun oleh pemerintah, karena masa depan anak 

merupakan masa depan bangsa. Jangan sampai anak-anak menjadi korban 

kekerasan baik dilakukan oleh keluarga sendiri maupun dilakukan oleh orang 

disekitar lingkungan atau masyarakat pada umumnya yang dapat membuat anak 

menjadi kehilangan masa depannya. 

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia tidak membedakan hak-hak asasi dari 

sudut jenis kelamin (perempuan atau laki-laki). Kedua-duanya adalah manusia 

yang mempunyai hak asasi yang sama5. Negara kita pun menjamin hak 

perempuan tanpa diskriminasi. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah 

                                                
2 Mohammad Taufik Makarao, et, all, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 1.  
3 Ibid, hlm. 31.  
4 W.A.Gerungan, Psikologi Sosial, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 23.  
5 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 65. 
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negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka (Machtsstaat). Sebagai negara hukum, salah satu cirinya adalah 

adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam segala 

segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena pada dasarnya hak-hak asasi 

manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan senatiasa melekat 

pada kehidupan dan keberadaban manusia itu sendiri. Hal ini tercermin dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menjiwai keseluruhan pasal yang tersusun dalam Batang Tubuh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama yang berkaitan dengan 

Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang ”Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Bunyi pasal tersebut, 

dapat diartikan sebagai bentuk hak asasi setiap orang atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, keadilan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan 

pemerintah. 

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga 

hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang 

dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi 

dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus 

memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara6. Kepekaan 

akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu 

bangsa hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha 

perlindungan hakhak anak yang bermasalah dengan hukum. Dalam proses 

peradilan pidana anak, anak-anak ini tidak mengetahui hak dan 

kewajibannya, karena itu perlu mendapat bantuan dan perlindungan 

                                                
6 Unbanunaek Mimi, et, all, Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah 

Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmiah “Malasah-Masalah Hukum (MMH)”, 

Jilid 43 No. 2, April 2014, hlm. 306. Lihat juga Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45. 
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terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan 

manusiawi7. 

 

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak yang perlu 

diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama. Anak-anak 

mempunyai hak antara lain: tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; 

mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam 

suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing 

untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, 

anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas; untuk 

melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, 

bertanggungjawab dan bermanfaat dalam proses tersebut8.  

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak 

dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. 

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 

komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan 

perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: a). 

nondiskriminasi; b). kepentingan yang terbaik bagi anak; c). hak untuk hidup, 

kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d). penghargaan terhadap pendapat 

anak. Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak dapat dibedakan 

menjadi perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang 

                                                
7 Ibid, hlm. 47.  
8 Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, 

Yogyakarta, 2013, hlm. 21  



 

 

 

5 

 

 

 

hukum perdata dan hukum pidana, dan perlindungan yang bersifat non yuridis, 

meliputi perlindungan di bidang sosial dan bidang pendidikan9. 

Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian kasus hukum secara adil. 

Proses penyelesaian ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak 

lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari 

penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya. Mekanisme ini 

menekankan pemulihan bukan pembalasan. Ada lima prasyarat untuk 

menjalankan proses keadilan restoratif yaitu pengakuan atau pernyataan bersalah 

dari pelaku, persetujuan dari pihak korban/keluarganya memaafkan pelaku, 

dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara 

musyawarah dan mufakat, kualifikasi tindak pidana ringan dan pelaku belum 

pernah di pidana10. 

Upaya bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui sistem peradilan 

pidana hanya merupakan upaya terakhir (ultimum remidium). “Walaupun 

demikian harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,” tuturnya. 

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Konvensi Hak Anak PBB, negara tidak dapat 

menuduh anak melanggar suatu ketentuan yang sebelumnya tidak dilanggar. 

“Karena hal ini terkait erat dengan hak asasi manusia, maka negara dengan segala 

perangkatnya harus melakukan perlindungan terhadap anak”. 

Di Indonesia ide deversi baru dicantumkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

                                                
9 Maulana Hassan Waddong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, 

Gramedia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 40. 
10 Nani Zulminarni, Keadilan Restoratif Untuk Mewujudkan Keadilan Terhadap Anak-

Anak, dalam http://www.pembaruanperadilan.net/, diakses tanggal 6 April 2017. 
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undang-undang tersebut secara substansi dan yang paling mendasar adalah 

pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang 

dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan 

sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan 

hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara 

wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka 

mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan 

Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan 

suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana 

tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban 

untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, 

Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 

menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari 

proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam 

lingkungan sosial secara wajar11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 89 menjelaskan 

bahwa; “anak  Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua pelindungan dan 

hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Meskipun 

pengaturan mengenai diversi sudah lama diatur dalam peraturan perundang-

undangan di tingkat internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) 

                                                
11 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, 

hlm. 48.  
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Konvensi Hak Anak PBB, negara tidak dapat menuduh anak melanggar suatu 

ketentuan yang sebelumnya tidak dilanggar. “Karena hal ini terkait erat dengan 

hak asasi manusia, maka negara dengan segala perangkatnya harus melakukan 

perlindungan terhadap anak,”. Karena hal ini terkait erat dengan hak asasi 

manusia, maka negara dengan segala perangkatnya harus melakukan perlindungan 

terhadap hak asasi anak. 

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada 

dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu; 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian 

pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini 

menjelaskan hak-hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3-4 sebagai 

berikut: 

Pasal 3 menjelaskan bahwa; setiap Anak dalam proses peradilan pidana 

berhak:  

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya; 

b. dipisahkan dari orang dewasa; 

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. melakukan kegiatan rekreasional; 

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, 

tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir 

dan dalam waktu yang paling singkat; 
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h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. tidak dipublikasikan identitasnya; 

j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh 

Anak; 

k. memperoleh advokasi sosial; 

l. memperoleh kehidupan pribadi; 

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

n. memperoleh pendidikan; 

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan 

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Kemudian dalam Pasal 4 menjelaskan; 

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: 

a. mendapat pengurangan masa pidana; 

b. memperoleh asimilasi; 

c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 

d. memperoleh pembebasan bersyarat; 

e. memperoleh cuti menjelang bebas; 

f. memperoleh cuti bersyarat; dan 

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan secara tegas telah mengatur 

mengenaia perlindungan terhadap hak asasi anak yang menjadi korban 

kejahatan sekaligus perlindungan hak asasi anak sebagai pelaku kejahatan. 

Hal tersebut tidak lain hanya untuk memberikan ”kepentingan terbaik bagi 

anak” oleh karena itu segala pengambilan keputusan harus selalu 

mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. 

Khusus mengenai perlindungan terhadap hak asasi anak mengenai 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya karena merupakan hak asasi 

yang paling mendasar bagi Anak yang wajib dilindungi oleh negara, 

pemerintah, dan masyarakat, bahkan setiap orang. Karena persoalan anak 

masih tinggi di Indonesia, sebagaimana yang dikemukan oleh Komisioner 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasa Putra mengatakan 

persoalan anak di Indonesia masih tinggi. Dalam periode lima tahun 

terakhir, kata Jasa, lebih dari 8.200 kasus anak berhadapan dengan hukum 

terjadi. Dapat dilihat dari laporan yang masuk ke KPAI periode 2011-

2016, ada sekitar 23.800 kasus anak akan tetapi ada tiga kelompok yang 
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paling tinggi persoalannya, yakni anak berurusan dengan hukum, 

pengasuhan anak alternatif, dan masalah pendidikan12. 

 

Sedangkan kasus anak Indonesia di sepanjang tahun 2017 dianggap 

menurun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dari 4620 aduan 

yang ditangani pada tahun 2016, kasus terkait anak tahun ini mencapai angka 

3849. Penurunan tersebut disebabkan tumbuhnya lembaga perlindungan anak di 

daerah semakin bertumbuh, dampak dari advokasi yang semakin masif, dan yang 

terakhir karena program-program ramah anak semakin bertumbuh meskipun 

cakupannya masih terbatas13. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Melalui 

Diversi”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan anak melalui diversi? 

2. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap hak asasi anak di 

masa yang akan datang? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan 

pembahasan yaitu hanya membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap 

Hak Asasi Anak Melalui Diversi”, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum 

                                                
12 Jasa Putra, KPAI: Ada Lebih dari 8.200 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, 

dalam https://nasional.tempo.com. Diakses tanggal 27 Februari 2018. 
13 Susanto, KPAI: Ada 3849 Pengaduan Kasus Anak pada Tahun 2017, dalam 

http://www.kpai.go.id, diakses tanggal 27 Februari 2018. 

https://www.suara.com/tag/kasus-anak
https://www.suara.com/tag/kpai
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terhadap hak asasi anak melalui diversi, dan konsep perlindungan hukum terhadap 

hak asasi anak di masa yang akan datang. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk perlindungan anak 

melalui diversi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep perlindungan hukum terhadap 

hak asasi anak di masa yang akan datang. 

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

Berguna untuk mengembangkan hukum di Indonesia khususnya hukum 

yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat memberikan 

tawaran untuk melakukan pembaharuan hukum dalam hal ini Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Dan sekaligus sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya 

serta bagi peneliti dalam mendalami hukum perlindungan anak. 

2. Secara Praktis  

Merupakan bahan pemikiran bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dalam membuat undang-undang tentang perlindungan anak di masa 

yang akan datang. Terutama bagi perlindungan hak asasi anak di Indonesia 

sekaligus untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengkaji 

hukum perlindungan anak. 
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E. Kerangka Teoritis dan Koseptual 

1. Kerangka Teori 

a. Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum terhadap hak asasi anak yang menjadi korban 

kekerasan. Karena berdasarkan harkat dan martabatnya, setiap orang memerlukan 

perlindungan hukum mengenai fisiknya, nyawanya, kebebasannya, dan perasaan 

dan kedamaian hatinya. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan hukum 

tersebut melalui rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Sehingga setiap 

rumusan tindak pidana selalu terkandung kepentingan hukum yang hendak 

dilindungi14. 

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya 

dengan fenomena kejahatan adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan 

setelah anak menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum yang dilakukan 

sebelum anak menjadi korban kejahatan adalah perlindungan hukum yang bersifat 

preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur korban 

adalah perlindungan hukum yang bersifat refresif15. 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, menjelaskan “perlindungan anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

                                                
14 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3.   
15 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2016, hlm. 89.   
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Karena hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan anak, dengan tujuan 

supaya hak asasi anak dapat terlindungi. Menurut Philipus M. Hadjon 

menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap asasi anak sebagai tindakan 

pemerintah yang bersifat preventif dan represif16. Kemudian Sunaryati Hartono 

menambahkan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dalam hal ini 

terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan17. 

Menurut Satjipto Raharjo, ”Hukum melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara 

terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang 

demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam 

masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang 

menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang18. 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia19. 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

                                                
16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya, 1987, hlm. 2-3.  
17 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasinal, Alumni, 

Bandung, 1991, hlm. 35.  
18 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 53. 
19 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.  
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kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia20. 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam 

melakukan sutu kewajiban.  

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila 

sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran21. 

 

Dengan adanya perlindungan hukum ini, maka diharapkan dapat memberi 

rasa adil bagi anak di dalam masyarakat, sehingga hukum yang mengatur tentang 

perlindungan anak dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum terhadap anak-anak Indonesia terutama terhadap anak-anak yang menjadi 

korban kekerasan. 

b. Teori HAM 

Hak asasi (fundamental), secara  definitif  “hak” merupakan unsur 

normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, 

                                                
20 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister 

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.   
21 Ibid, hlm. 20.  



 

 

 

14 

 

 

 

kekebalan serta menjamin  adanya  peluang  bagi  manusia dalam  menjaga  harkat  

dan  martabatnya22. 

John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang 

diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha  Pencipta  sebagai  hak  yang  kodrati. 

Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. 

Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan  

manusia  dan merupakan  hak  kodrati  yang  tidak  bisa  terlepas  dari  dan  dalam  

kehidupan manusia23. 

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa: 

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  

Esa dan  merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung  

tinggi,  dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah  dan   setiap orang   

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

 

Hak Asasi Manusia  merupakan  hak  yang  melekat  pada  diri  manusia  

yang bersifat  kodrati  dan  fundamental  sebagai  suatu  anugerah  Tuhan  yang  

harus dihormati,  dijaga  dan  dilindungi  oleh  setiap  individu,  masyarakat  atau  

negara. Dengan  demikian hakikat  penghormatan  dan  perlindungan  terhadap 

HAM  ialah menjaga  keselamatan  eksistensi  manusia  secara  utuh  melalui  aksi  

keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta   

keseimbangan  antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Upaya   

menghormati,  melindungi, dan  menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban  dan  

                                                
22 Tim  ICCE  UIN  Jakarta, Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani, 

Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 199. 
23 John Locke dalam Masyhur  Effendi, Dimensi  dan  Dinamika  Hak  Asasi  Manusia    

dalam  Hukum  Nasional  dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3. 
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tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara.  Jadi  dalam 

memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban  yang 

harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan  

tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum).  Karena  itu  

pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti  dengan  

kewajiban asas manusia  dan  tanggung  jawab  asasi  manusia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. 

c. Teori Diversi 

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang  

menangani  kasus  tindak pidana untuk mengambil  tindakan meneruskan perkara  

atau mengehentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan  

kebijakan  yang  dimiliknya24. 

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani  

pelanggaran hukum di  luar  pengadilan atau  sistem  peradilan  yang  formal.  

Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi 

dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan    

perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.  

Pelaksanaan  diversi oleh aparat penegak hukum didasari  oleh  kewenangan  

aparat  penegak  hukum  yang  disebut discretion atau diskresi. Menurut   konsep   

diversi   dalam  penanganan   kasus   anak   di   Kepolisan   yang berhadapan  

dengan  hukum,  karena  sifat  avonturir  anak,  pemberian  hukuman terhadap 

anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan 

                                                
24 Marlina, Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum  

Pidana, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1. 
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memperbaki  kembali. Menghindarkan anak dari eksplolasi  dan  kekerasan,  akan 

lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi 

juga  didasarkan  pada  kenyataan  proses  peradilan pidana  terhadap  anak pelaku 

tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya 

daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan 

stigmatisasi  terhadap anak  atas  tindakan  yang dilakukannya,  sehingga  lebih  

baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana25. 

Konsep diversi harus sesuai dengan konsep negara hukum Indonesia. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan negara Indonesia adalah negara 

hukum. Berdasarkan penegasan ini dapat dipahami bahwa segala tindakan yang 

dilakukan atau diputuskan oleh alat kelengkapan negara dan masyarakat harus 

kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah 

menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia menganut adanya supremasi 

hukum/kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum26. 

Secara teori negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu 

dilihat dari sisi hukum formal dan dilihat dari sisi hukum material. Ciri-ciri dari 

negara hukum formal menurut Friederich J Stahl27 sebagaimana dikutip oleh 

Moch Mahfud MD, adalah: 

1. Hak-hak asasi manusia; 

                                                
25 Ibid, hlm. 2.  
26 Mardenis, Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian 

Bangsa, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 51.  
27 Moch Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 

1999, hlm. 127. 



 

 

 

17 

 

 

 

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi 

manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; 

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; 

4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 

Sedangkan AV Decey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie 

memberikan ciri-ciri: 

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan; 

2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun 

pejabat; 

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-

keputusan pengadilan28. 

 

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan ciri-ciri negara hukum, sebagai 

berikut: 

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat 

perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga 

negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh 

sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku; 

2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada 

peraturan-peratauran hukum yang berlaku29. 

 

Dalam negara hukum, negara harus menunjukkan bahwa peran hukum 

dalam suatu negara harus memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat karena 

persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan ke dalam bentuk konkret agar 

dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia30. Hal tersebut senada 

dengan pendapat Imanuel Kant menjelaskan bahwa negara harus menjamin tata 

                                                
28 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 

Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 304-305. 
29 Wirjono Prodjodikoro, dalam Nuktoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Negara Hukum, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 20-21.  
30 FX. Adji Samekto, Justice Not For All Kritik terhadap Hukum Modern dalam 

Perspektif Studi Kritis, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 7.  
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tertib dari dari perseorangan yang menjadi rakyatnya. Ketertiban hukum 

perseorangan adalah sebagai syarat utama dari tujuan suatu negara. Tujuan negara 

ialah untuk membentuk dan memelihara hukum disamping menjamin kebebasan 

dan hak-hak warganya31. 

2. Kerangka Konseptual 

a. Perlindungan Hukum 

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap  hak  asasi  manusia (HAM) yang  dirugikan  orang  lain  

dan  perlindungan itu diberikan kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  

semua  hak-hak  yang diberikan  oleh hukum. Hukum dapat  difungsikan  untuk    

mewujudkan perlindungan  yang  sifatnya  tidak  sekedar  adaptif  dan  fleksibel,  

melainkan  juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang 

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh 

keadilan sosial32. 

b. Hak Asasi Anak 

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi 

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, 

masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

 

 

                                                
31 Imanuel Kant dalam Nuktoh Arfawie Kurde, Op, Cit, hlm. 15. 
32 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 5. 
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c. Diversi  

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi adalah pengalihan 

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maksudnya adalah 

pendekatan hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu 

sejarah, teori, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, 

konsistensi, penjelasan umum, pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan 

mengikat undang-undang. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan/perpustakaan (library reseach) 

untuk menganalisis “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Melalui 

Diversi”. Kemudian didukung dengan logika keilmuan dalam penelitian hukum 

normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum 

normatif”33.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis yaitu 

penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum 

kemudian mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan mengenai 

perlindungan hukum terhadap hak asasi anak melalui diversi. 

                                                
33 Jonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 

2006, hlm. 47. 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum    

Jenis dan sumber bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder (dapat berupa bahan-bahan hukum dan dokumen-

dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar 

peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini), dan bahan 

hukum tertier, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang 

terdiri dari: 

1. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila; 

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana 

direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia. 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia. 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder (dapat berupa bahan-bahan hukum dan dokumen-

dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar 

peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini) yang 

berfungsi yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer 

antara lain: tulisan dan hasil karya ilmiah dan/atau pendapat dan doktrin para ahli 

hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum terhadap tanggungjawab pidana 

bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. 

c. Bahan Hukum Tertier  

 Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu 

hukum dalam penelitian ini.34  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum    

Penelitian ini bersandar pada sekunder maka teknik pengumpulan bahan 

hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan 

perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan 

sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum 

                                                
34  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 52. 
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dalam penelitian ini yaitu mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi 

Anak Melalui Diversi”. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat analisis bahan 

kualitatif normatif. Sedangkan teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini 

menggunakan metode dekduktif adalah penarikan kesimpulan dari bahan 

penelitian yang bersifat umum menjadi kesimpulan, sebaliknya metode induktif 

adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus untuk diambil 

kesimpulan umum35. Pada prosedur induktif, proses berawal dari proposisi-

proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan 

(pengetahuan baru) berupa asas umum36. Pada prosedur dekduktif, bertolak dari 

suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir 

pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus37. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini, sebagai berikut:  

Bab I: Pendahuluan, pada bagian pendahuluan ini akan menguraikan; Latar 

Belakang Masalah, Indentifikasi dan Perumusan Masalah, Ruang 

Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis 

dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

Bab II: Tinjauan Pustaka, Sejarah Diversi di Indonesia, Sejarah Diversi dan 

Perkembangannya di Beberapa Negara, Sejarah Restoratif Justice dan 

                                                
35 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 55.  
36 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 

hlm. 113.  
37 Ibid, hlm. 11.  
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Perkembangannya di Beberapa Negara, Anak, Asas-Asas Hukum 

Perlindungan Anak di Indonesia, Perlindungan Hukum Anak dalam 

Perspektif Hukum Positif, Diversi, Tindak Pidana Anak, Anak yang 

Berkonflik dengan Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang 

Menjadi Korban Kekerasan, Peradilan Anak di Indonesia. 

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan menganalisis: Bentuk 

perlindungan anak melalui diversi. Kemudian konsep perlindungan 

hukum terhadap hak asasi anak di masa yang akan datang.  

Bab IV: Penutup: Kesimpulan dan Saran.  
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